PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNG(
NOMOR !9 TAHUN 2017|

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD);

b. bahwa | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
merupakan landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta
Rencangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD):

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal (33 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat |(1) Peraturan Pemerintah
Nomor | 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah |dan Pasal 129 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeril Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 téntang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
maka | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam |huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
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Propinsi Sumatera Tengah ( baran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah




10.

9.

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik | Indonesia Tahun 2004 |Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1)

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun| 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan |Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor|4406),

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tampahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri| Nomor 54 Tahun 2010

tentang | Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang | Daerah Provinsi Jambi
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
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12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2016-2019 (Lembaran Daera Provinsi Jambi Tahun
2016 Nomor 7 );

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang E’erubahan Atas Peraturan| Daerah Nomor 1 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun
2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016
Nomor 7 );; |

14. Peraturaﬁ Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wllayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033

(Lembaral‘n Daerah Kabupaten Bungg Tahun 2013 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran
Daerah ‘abupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5 );

16. Peraturalql Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 8j;

17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah| Tahun Anggaran 2017

(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2018.
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupat:en Bungo.

|
2. Pemerintah Daerah aé;ialaih kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bungo.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembanguran daerah untuk periode S
(lima) tahunan.

5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
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7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya | disebut Renja-PD adalah
dokumen perencanaan P¢ rangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [yang selanjutnya disebut
Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bungo sebagai Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di

Kabupaten Bungo. |
|
‘ Pasal 2

RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2018, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun
2018, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan |Daerah untuk periode 1
(satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31

Desember 2018.
§igs Pasal 3

.

(1) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-
program prioritas yan Eglaksanakan langsung | oleh Pemerintah Daerah
dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
Jambi dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.
(2) RKPD Tahun 2018 disuéun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan.

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Ekonomi
Daerah.

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan.

Bab V Rencana Kerja Program Kegiatan Priotitas Daerah.

Bab VI Penutup.

(3) RKPD Tahun 2018 merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang di
dalamnya terdapat priogritas pembangunan, rencarna kerja, dan pendanaannya.

(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)| dituangkan dalam suatu
Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini.

(5) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD Tahun 2018.

b. pedoman bagi Pemferintah Kabupaten Bungo dalam menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kabupaten Bungo Tahun 2018 maka:




b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun|2018 pada pembahasan

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas

pelaksanaan kegiatan yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan
indikator kinerja masing—;majtsing program.

(2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo dan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten|Bungo paling lambat 14
(empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja sebagaip‘xaha dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan dan
bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi| usulan anggaran tahun
berikutnya yang diajukan ol‘eh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo menelaah
kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 20138
hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat| Daerah Kabupaten Bungo
dengan RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2018.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
\ pada tanggal 30 Mei 2017.
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DfS. H. RIDWAN, IS. M
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Diundangkan di Muara Bungo

pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

P~




B Roncans Kenja Pembarngumin Darral

Rencana Kerja Pemjeriﬁjtah Daerah (RKPD) Kabuaten Bungo Tahun 2018
merupakan dokumen pere;ncaLnaan tahunan yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daera'h priorftas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya yang bersn‘qt indikatif. Penyusunan [RKPD dilakukan sesuai
dengan tahapan dan tata cdra yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan, melewati tahapan‘ rasionalisasi, integrasi| dan sinkronisasi dari
berbagai rencana kerja hr{tas\ Perangkat Daerah, lintas | program, melalui forum-
forum Musrenbang, serta jwemperhatlkan keterpaduan dengan arah kebijakan

dan berbagai prioritas progr |
\

Di samping itu, pernyuSunan RKPD juga mempertimbangkan kondisi dan
kemampuan keuangan dqerah Sehingga program/kegigtan yang tertuang dalam
RKPD selain dlrencanalqan dlbnayal dengan APBD Kabupaten Bungo Tahun
2018, juga diharapkan d pat didukung dengan sumber pembiayaan lain, dari

bantuan Keuangan kepac;ia kabupaten/Kota Provinsi Jambi.
\ \

m/ kegiatan Nasional maupun Provinsi Jambi.

Dokumen RKPD I{fab#paten Bungo Tahun 2018 merupakan pedoman
untuk penyusunan Renja ‘SKPD Rancangan APBD Tahun 2018 dan acuan bagi
masyarakat untuk mewqjudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi
jalannya penyelenggaraam pémermtahan Untuk itu, iktikad dan kiprah nyata
keterlibatan semua p:hal{ balk dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun
dunia usaha, sangat $|harapkan dalam mendukung dan bekerja secara

bersama-sama dalam ‘maWUJudkan visi-visi Kabupaten Bungo melalui

pembangunan daerah yawg b{erkelanjutan.

| o) BUPATI BUNGO

| \
| \
|
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Drs. H. RIDWAN, IS. MM!



